BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dalam penerapan asas equality before the law penjatuhan pidana terhadap
terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas telah diterapkan secara
konsisten. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui kesamaan penerapan
hukum materiil, standar pembuktian, serta kualifikasi sebagai pelaku
bersama. Adapun perbedaan pemidanaan yang terjadi semata-mata
didasarkan pada perbedaan perbuatan yang relevan secara yuridis, bukan
pada status terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu
menuntut kesamaan hasil, melainkan proporsionalitas berdasarkan fakta
hukum yang relevan.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdakwa militer maupun sipil telah
memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan dalam hukum pidana, meliputi
adanya tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta
tidak adanya alasan pemaaf. Individualisasi pemidanaan dilakukan secara
objektif, tanpa mempertimbangkan status sipil atau militer terdakwa.
Dengan demikian, penyelesaian perkara koneksitas ini telah mewujudkan
keadilan substantif yang seimbang antara prinsip equality before the law dan

individualisasi pertanggungjawaban pidana.
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B. Saran

Berdaasarkan simpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Para penegak hukum, khususnya hakim yang menangani perkara
koneksitas, untuk mengedepankan pertimbangan yuridis yang objektif dan
secara konsisten menghindari pembedaan perlakuan hukum yang semata-
mata didasarkan pada status sipil atau militer terdakwa. Perbedaan pidana
yang dijatuhkan harus selalu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan
berdasarkan perbedaan perbuatan, peran, dan dampak yang relevan secara
hukum.

Kepada pembentuk undang-undang, melakukan pembaruan dan penegasan
regulasi mengenai perkara koneksitas, terutama terkait dengan mekanisme
penentuan forum peradilan yang berwenang dan jaminan perlindungan hak-
hak prosedural terdakwa sipil yang diadili di lingkungan peradilan militer.
Hal ini untuk memastikan bahwa dualisme peradilan tidak mengakibatkan
ketimpangan perlakuan hukum yang bertentangan dengan prinsip
persamaan di hadapan hukum.

Dalam praktif peradilan, perbedaan status terdakwa sipil maupun militer
sebaiknya tidak dijadikan dasar pembedaan dalam penjatuhan pidana
apabila tidak memiliki kedudukan langsung dengan tingkat kesalahan dan
akibat perbuatan, sehingga dapat diterapkan secara konsisten terhadap

seluruh warga tanpa pengecualian.
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